Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ALAT MESIN PERTANIAN

DENCIAN WAUMRMAT TTHAN VAN MMATHA WQA

(§S]

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk menuniang produksi pertanian yang optimal perlu
didikung dengan mekanisasi mesin-mesin pertanian;

bahwa untuk menyiapkan pelayanan jasa alat mesin pertanian
vang berkesinarabungan dan dalam rangka neningkatkan
pelayanan kepada masyarakat petani, maka perlu diatur
mekanisme pelayanannya;

bahwa untik maksud tersebut pada huruf a, b diatas, maka perlu
dibentuk dengan  Peraturan Daerah Kota Kupang tentang
Retribusi Pelayanan Alat Mesin Pertanian.

(Jndang-undeng Nemor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan
Dzeran ~daerah Tingkat i Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Momor 1649);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-urdang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sitem Budidaya
‘Tanaman:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara
Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3633);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3685), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
{L.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4043):
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Deerah (Lembararn Negara Tahun 1999 Nomor A0 Tamhahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuvangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848):

Undang-undaong  Nomor 28 Tahun 1999  Tentang
Penvelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolust dan Nepotisme (KKN) Daerah (Lembaran Megara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomer
38510,

Peraturan  Pemennan  Tahun 2000 Nomer 25 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal
Dacrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahar Lembaran Negara Momor 3952);

. Peraturan Pemerintah Tahun 2001 Nomor 66 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Iembaran Negara Nomor 4139);

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan 1Jndang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presider;

. Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997

tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

fentang Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Mentert Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2001
tentang Penyusunan can Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001

tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah  (Lembaran Daerah Tahun 2000
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).
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Menetapkan - PERAT

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

>

INTANG RETRIBUSI

IRAN DAEFRAH KOTA KUPANG ™
PELAYANAN ALAT MESIN PERTANIAN.

AN

BAR 1
KETENTUAN UMUT

Pasal !

Dalam Peraturan Daerah ini yang ditnaksud dengan :

d.

b.

&0

™o

Daerah adalah Kota Kupang.

Pemerintah Daerah adalah Kepaia Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Kupang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat
Pegawai Negen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintab Daerah yang berwewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.

Alat Mesin Pertanian adalah Hand Traktor.

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau
badan hukum.

Nilai Retribusi adalah harga yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau
kelompok atau badan hukum akibat pelayanan yang disediakan atau diberikan berupa
Hand Traktor.

Jasa adalah peiayanan alat mesin pertanian yang diberikan oleh pemerintah Daerah
kepada petani untuk menunjang aktifitas usaha tani.

Petani adalah pribadi atau kelompok yang mempunyai mata pencaharian bercocok
tanam.

Operator adalah orang yang menjalankan/mengoperasikan alat mesin pertanian.

. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan

Perundang-undangan retribusi diwajibkan urtuk melakukan pembayaran retribusi.
Badan -adalah sckumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana- pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik atau organisasi vang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya.

Obyek Retribusi Alat Mesin Pertanian adalah pelayanan jasa pemakaian alat mesin
pertanian dalam rangka budidaya dan pengolahan hasil.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau kelompok maupun badan hukum yang
mendapal pelayanan jasa alat mesin pertanian.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
Perindang-undangan Retribusi  Daeran diwajibkan untuk melakukan pembavaran
Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi  adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangka waktu lain vang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
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W.

<

aa.

ab.

ac.

ad.

ac.

af.

o
ag.

Tahun Retnbusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecoali
bila Wajib Refribusi  menggunakan tahun buke yang tidak sama dengan tahun
takwim.

Retribusi yany terutany adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi , atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut
ketentuan peraturan perundang- undzmgan retribusi daerah.

Femungutan adaiah suatu rangkaian kegiatan muiai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentuan  besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serfa pengawasan penvetorannya.

Surat Pembernitahuan Retribusi  Daerah, vang dapat disingkat SPTRD, adalab surat
vang oieh Wapb Retribusi  digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau
pembayaran Retribusi, Objek Ketribusi | dan / atau harta dan kewajiban, merarut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Setoran Ketritbusi Daerah, vang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh
Wajib Retribusi digunakan untik melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi
vang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran fain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, vang dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daersh Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok Retribusi
, jumlah kredit Retribusi , jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi , besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah ysng masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKRDKBT, adalan surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas
jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah
Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih
besar d'mpada Retribusi yang terutangatau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat
ketetapan Retribusi  yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya
dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit
Retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adaiah surat keputusan vang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undngan Retribusi daerzh yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi  Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan
Retribusi Daerah.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daersh Nihil atau terhadap
pemotongan atau permungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
Putusan Banding adaiah putusan bhadan pcrad.lan Retribusi  atas banding terhadap
Surat Keputusan NcuCtatal yaty umjur\dn vich W a_;JU Reuibusi.

Pembukuan adaiah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan vang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasiian dar biaya, serta jumlah harga perolehan dar penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun japoran keuangan berupa neraca dan laporan laba rugt
pada setiap Tahun Retribusi berakhir.
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) DAD 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1} Dengan nama Retribusi Pelayanan Alat Mesin Pertanian dipungut retribusi atas jasa
pelayanan Alat Mesin Peitanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

(7) Obysk Retribusi  adalah pelayanan jasa pemakaian alat mesin pertanian dalam
rangka budidaya dan pengolahan hasil;

(3) Subyeh icitibusi adatals orang pribadi atau kelompok / badan hukum yang
memanfaatkan pelayanan jasa pemakaian alat mesin pertanian dalam Taigka
budidays dan atau pengolahan hasil pertsnian.

BAB [l
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGGUTAN

Pasal 3

(1) Retribusi pelayanan Alat Mesin Pertanian digolongkan retribusi jain-lain;
(2) Retribusi Pelayanan Alat Mesin Pzrianian dipungut di wilayah Daerah Kota Kupang.

YA TN
BA IV

CARA MENGURKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa alat mesin peranian didasarkan pada jenis dan

jumlah alat mesin pertanian yang digunakan, luas areal, ukuran dan volurae hasil yang
diolah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRiIBUSI
Pasal 5
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi alet mesin pertanian didasarkan pada

biaya administrasi dan penyediaan fasilitas dengan memperhatikan aspek keadilan dan
kemampuan masyarakat.

BAB Vi
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
Struktur besarnya tarif retribusi Alat Mesin Pertanian didasarkan pada biaya administrasi

penyediaan fasilitas |
(1) Biaya pengolahan lahan basah terdiri dari :

a. Biaya administrasi : Rp. 5.000,-/pemohon
b. Biaya operator - Rp. 2.000.-/are
c. Biaya pengolahan fahan - Rp. 3.00C,-/are
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(2) Biaya pengolahan lahan kering terdin dan

a. Biaya administrasi - Rp. 5.060.-/psmohon
b. Biaya operator :Rp. 2.200,-/are
c. Biaya pengolahan lahan - Rp. 3.300,-/are

BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Masa Retribusi adalah jangka waktu vang ditetapkan bagi wajib reiribusi untuk
memanfaatkan jasa pelayanan alat mesin pertanian dari Pemerintah Dacrah.

Pasal 8

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan STRD.

Pasal 9

Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD yang
terutang.

’ BAB VIlI
CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Penetapan Retribusi yvang didasarkan pada STRD dengan menerbitkan SKRD;

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka
diterbitkan SKRD secara jabatan:

(3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan data baru yang bctam terungkep yang
menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BaB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Retribusi dibavar 4 (cmpat) bulan sctelah mendapatkan Pelayanan Alat Mesin
Pertanian atas fahan yang dim:hikinva atau [{satu) bulan setelah panen;

{2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditermpat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi
daerah di setor ke kas daerah sciambat- lambainya  Ix 24 jam atau dalam jangka
waktu yang ditentukan olch Walikota, venvimpangar terhadap ayat ini dikenakan

sankst administrasi:



(3) Apabila pembayaran retribus dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud nada avat (2) pasal ini, maka akan dikenakan sanksi
Administrasi sebssar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD;

(4) Apabila Bendaharawan lalai melaksanakan ayat (2) Pasal ini dikenakan sanksi 10 %
(sepuiuh persen) dari setoran Bruto. ’

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi alat mesin peitanian ditakukan secara tunat;

2) Walikota atau pejzbat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi
untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan
yang dapat dipertanggun g iawabkan;

(3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oieh
Walikota;

(4) Walikota dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi
sampai  batas  waktu  yang ditentukan  dengan alasan yang dapat
dipertanggungiawabkan.

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi Alat Mesin Pertanian sebagainan dimaksud pada Pasal 12
Peraturan Daerah ini diberikan tanda buktt pembayaran;
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;

3) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebapaimana dimaksud pada
8 penng ain yallp ¢ ganan p
ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Kepada instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari setoran
Bruto;

(2) Tata cara pembayaran upzh pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAR XI
CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAM SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 16

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permononan peinbetulan SKRD dan STRD yang
dalam pererbitannya terdapat kesalahan tulis, hesalahan hiturg dain atas kekeliruan
dalarn penctapan tetribusi daerah;

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengaerangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga  dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal
sanksi tersebui dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena
kesalehannya,

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan  atau peribatatan
ketetapan retribusi yang tidak benar;
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(4) Permohonan perbetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengurangan,
penetapan, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
dan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara
tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama
30 hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang
jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya; '

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeiuarkan

oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejek surat

permohonan diterima;

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud peda ayat (5) Pasal ini

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan

pembetulan, pengurangall  Kelctapasl  pengipusan  misg  pouguangan  sanks

administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;

Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi kepada wajib

retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

(6

~

(7

~

BAB Xii
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib retribusi dapat mengajukar permohonan keberatan hanya kepada Walikota
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokuimei lain yang dipersamakan;,

(2) Keberatan dimaksud digjukan secara  tertulis datam jangka waktu paling Jama 2
(dua) bulan szjak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat
menunjukan bahwa jangka waktu ite ddak dapat dipenuhi karena keadaan dilvar
kekuasaan;

(3) Pengajuan kebevatan tidak menunda kewaitban membayar retrivusi.

Pasal 18

(1) Walikota dalam jongka waktu paling lams 6 (enam) bulan sejak tanggat surat
keberatar diterima harus memben keputusan atas keberatan yanz diajukan;

(2) Keputusarn Watikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah hesarnya retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lowat dan
Wahlkota komemberikan suate kepntusan maka keberatan yang diajukan  tersebut

BAB Xiil
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapoat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota,

{2) Walikota dalam jangka waktu paling larna 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan keiebthan peinbayaran retribusi scbagaimana pada ayat (1) Pasal ini
harus memberikan keputusan:

(3) Jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat {2) Pasal ini telah dilaporkan kepada
Walikota dan tidak memberikan suatu keputusan permononan pengembalian
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pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 {satu) bulan;

(4% Wailb retribusi yang mempunyai utang retriibusi lainnya, kelebthan periibayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhiturigkan
untuk melunast edebih dahulu niang retrivusi tersebut;

(5) Penambahan kelebihar pembayaran retribus: dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembavaran kelebihan retribusi.

BAB X1V
GUGUR

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribus gugur setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

(2) Gugur penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
ditangguhkan apabila :

a. diterbitkan Surat teguran dan sural paksa atau ;
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak
langsung.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Wajib retribusi tertentu scsuai Pasal 13 Peraturan Daerzh ini yang tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sehesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari tetribusi yaug terhutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagik dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejubat Pegawai Negeri Sipil tertemu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus sebagai penvidik untuk melakukan penvidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah ©

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. menerima, mencan, mengunpullian keterangan atau. taporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retcibusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas.

h. meuneliti, mancari dan mengiopulkan keterangan mengenai orang pripadi atan
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retitbust Daerah.

t
>




c. memintz keterangan dan barang buku dari orang privadi atauw badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

d. memeriksa buku-ouku, catatzn-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidany retribusi Dacrah.

¢. melakukan penggeledahan  untuk mendapatkan  bahan bukti perbukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut. ‘

f  dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat metakukan penyitaan
tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat sesudah melakukan penyitan perlu
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri sctempat.

¢, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribust Dacrah.

h. menyuruh berhenti dan atau relarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada sazt pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud haruf e diatas.

i memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah.

j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.

k. menghentikan penyidikan.

| melakukan tindakan lain vang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana d:
bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

m. PPNS dapat meminta bantuan teknis peovi lri.

dart penyidik

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan renyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umurm.

NAD WVrTT

KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1) Wajib retribusi vang tidak melaksanakan kewaiibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam dengan pidana knrungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah retribusi yang terutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAR XVIII
UAN PENUTUP

Pasal 24

\Hal-hal vang beium diafur datwa Peraturan Dagrab i sepanjang mengenai
pelaksanaannnyva akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
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Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggai 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & itd

. K LERIK

r

Diundangkan di Kupany
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 20



